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NOMOER : 73
S e Sy v g s g s
FERATURAN DAERAH KCOTA CIR EBON
NOMOR 12 TAHUN 2041
TENTANG
JIN USAHA KEPARIWISATA AN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. WALIKOTA CIREBON,
. .

Menimbang  © 2 bahwa berdasarkar:  Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tin gkat 11 Cirebon
Nomor 10 Tahun 1936 elah  diatyr
Ketentuan fjin Usaha Kepariwisataan [ Jailam
Wilavah Kotama hva Daerah Tingkai [
(lﬂi‘-o’l vang telak diabah frertaraa kali

dengan fm'atumr Raerah koﬂmad ¢

Daerah Tingkat il Cirebon Nomer 3 Tahun
1991, Yang  selanjutnva  dicabut dan
v dinyatakan  tidak  beriaig lagi  dengan
Peraturan  Daerah Kotamadva  Daerah
Tingkat 11 Cirebon No. Mor 9 Tahun 196§
. sonubung‘.n dengan herig "‘-'u: va ”m"-m----
undang Notaor 18 Tahun 7 teatang Pajal:

» r‘avruh daa Retribuei Dy i




Mengingat

bahwa cengan barlakunya Undang-u;nd.ang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2600 tentang Kewenangan
Pemerintah  Gap, Kewe:nzmgan Propinsi
sebagai  Daerah Otonem, kewenangan
Kabupaten /Ko, semakin juas, termasuk
k-—ewen.mg:m di bidang kepariwisataan ;

bahwa Kepariwisataan sebagai salah sapy
sekter Pembanguran Kota Cirebon perlu
didavagunakan semaksimal mungkin guna

meningkatkan pertumbuhan Ferekonomian

babwa unpyk tercapainya perkemb.:mgan
kepariwisataan Gi Kota Cirebor
sebagaimana dimaksud pada hurup ¢ @

alas, perly dikendalikan melalui perijinan
usaha Kepariwisataan Yang  ditetapkan
dergan Peraturan Dasrah Kota Cirebon ;

Und_a.ng-m]da.ng Republik Indonesia Nomor
16 Tahun o595 tentang  Pembentykap
Daerah-Daerah Kota Besar dalan
Linglun Sal - Propinsi  Jawa Timur/
Tengah/Barat dan  Daerah Istimewg
Yogyakarta ¢ Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahy 1 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 55 ):
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Undang-unda ng Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Aciag ( Lembaran Negara Repubiil:
Indonesia Tahun 1967 Nomor |, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 2838 )

U’ndang—undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 1963 tentang Penanaman Modal
[alam Negeri ( Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1968 Normor 33, Tambahan
Lernbaran Negara Republik  indonesiz
Nemor 2853 ),

Undzmg—undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Fidana
(Lembaran Negara Republik  [ndonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 32009) ;

Undang-unda;ng Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 1999 tentang  Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik  Indopesia
Takwn 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Repuhlik indoresia  Nomor 1990 Yo

-

Undang-u nclang Repubkk Indonesia Nomor
24 Tehun 199 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik  Indonesiz
Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Repuhlik Indonresia  Nomor 3480 ;
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Uhdang—undang Republik ndonesia Nomor-
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah (Lembarag Negara
Republik Indonesia Tahug 1997 Nomwor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3683), yang telah diubah
dengan Undzmgmndang Republik Indonesia
Nomor 34 Tahan 2000 { Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tammhahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048 ) ;

Uhdang—undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahan 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara  Republik
Iindopesia Nomor 3699) ;

Und.ang—unc’la:ng Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungar
Konsumen (Lembarap Negara  Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 42, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 821y ;

Uhdﬁ.ng-lmda:ng Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik  Indonesia
Takun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik | ndoresia Nomor 3839 ;
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Pecaturan Pemeriniah Republik  Indojesia
Nomor 67  Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (
Lembaran Negara Republik Indonesiad Tahun
1996 Nomor 101, Ta mbahan  Lembaran
Negara Republiik Indoresia Nomor 3658 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangar
Pernerintah  dar Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Ctonom ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomar 3952) ;

Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia
Nomor 66 Tahun 200] tentang  Retribusi
Daerah ¢ Lembaran Negara Repubiik
indonesia  Tahun 2001 Nomor 119,
Tarnbahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomar 4139 y:

Keputusan  Menteri Kebudavaar dan
Parivwisata Nomor Kep. 012/MPK/ V72001
tanggal 22 April 2001 tentang  Pedoman
U Perijinan Usaha Fa awisata ;

r

C

Bouw En  Wonj ng ver Ordening van
Cheribon STL. Nomor 2:/69 lo Porateran
Daerah Kotamadya Diven rengkat 1]
Cirebon Nomor 25 Tab . e lamgy Cin

Mendirikan E.
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Peraturan  Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat I Cireton Nomor 6 Tahun 1977
tentang Penyempurnaan Peraturan Daerah
teniang Mempertinggi Ketertiban Umum
Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
IT Cirebon { Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat 1 Cirebon Nomor 7 Tahup
1577 Serie D) - berikut perubahan.
pertbihannya ;

Peraiuran  Daerah Kotamadya  Daerah
Tingkat i Cirebon Nomor 12 Tahun 1985
tentang Penunjukan Fegawai Negeri Sipil
Yang  Melakukan Penyidikan terhadap
Pelangzaran Peraturan Daerah yang Memuat
Ketentuan  Pidang (Lembaran Daerah
Kotamady 1 Daerah Tingkat II Cirebon Tahun
1986 Nomor 4 Serie Dy:

Peraturan  Daerah Kotamadya  Daeran
Tingkat Ii Cirebon Nomor 3 Tahun 1993
tentang Fatva Rencana Pengarahan Lokasi di
Kotamadya Diaerah Tingkat 11 Cirebon
(Lembaras  iaerah Ketamadya  Daerah
Tingkat 1i Cirebon Tahun 1993 Nomor
Serie B) ; ‘

)

po

Peraturan iaerah Kota Cirebon Nornor 4
Tahun 200 lentang  Rincian Kewenangan
yang Dilaksarakin Pemerintah Kota Cirebon,
sebagaimana telah diubah dengan Perataran
Daeralv Kota irebe, Nomor 5 Tabun 2001
( Lembaran Dacrah Koty Cirebon Talun 2007
Nomar 7) ; {

i
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20. Peraturan Daerahh Kota Cirebon Normor 5
. Tahun 2000 tentang Pembentuian Organisasi
Perangkat Daerals FPada  Pemgrintah Kota
Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dierar Kota Cirebon Nomor 6
Tahun 2001 ¢ Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2001 } >mor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota « reton Nomor 33 ;

21. Peraturan D: rah Kota Cirebon Nornor 7
Tahun 2000 entang Tata Cara Membuat
Peraturan Dz -ah dan Penerbitan Lembaran
Daerah Kota v .reton (Lembaran Daeral Kota
Cirebon Tahi . 2200 Nomor ¢, Tambahan

. Lembaran Da - i Kota Cirebon Nomor 1 ¥

h Dengan per..: -3iuan

T JEWAN PERWAK] LAN RAKY2 " DAERAH K OTA CIRFBON

e

MEMUTU » 4 -

netapkan : PERATURAN 3ERAH KOTA CIREBON
TENTANG JIN *AHAK “PARIWISATA AN

BAB
KETENTUA " 2MUM

fami Peraturan Daeral in; vagg d.oaksud, deagan
+* Kota adalah Kota ¢ rehon,
Pemerintah Kot acalah Pomer tan Xota Cirebon.

Waltota adalal ¥/, Gois (dras




oy

ar

L3

N~

C

o

10.

1i.

[
]

14.

Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kota
Cirebon.

fjin adalah ijin usaha kepariwisataan.

Fariwisata adalah segala sesuatu vang berhubungan dengan
wisata, termasuk Pengusaha obyek dan dava tarik wisata serta

usaha-usaha vang terkait dengan bidang tersebut,

Kepariwisalaan adalah segala sesuatu yarg berhubungan
dengan penyelenggearaan pariwisata

Usaha Jasa Pariwisata adaiah usaha pariwisata yang ruang
lingkup kegiatannya meliputi penyediaan jasa pelayanan dan
Fenyelenggaraan pariwisata.

Usaha Obyvek dan Daya Tarik Wisata adalah merupakan usaha
Femanfeatan sumber da ya alam dan tata tingkungarmya
entuk dijadikan sarara wisals,

Usaha Saiana Paziwisata adalah ueaha pariwisata vang ruang
lingkup kegiatannya melipug penyediaan, akomodasi, makan
minum, angkutan wisata, sarana wisata tirta dan kawasan

pariwisata.

Fengusaha adalah Ferorangan atau badan wusaha vang
rengelola usaha kepariwisataan.

Obyek Wisata adalah obyek wisata di Kota Cirebon.

Fetribusi adalah perabasvaran atas penerbitan jjin yang waiib

dibayar Pengusaha kepada Kas Daerah.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota  Cirebon padda
IT. Bank Jawa Barat bang Circhon.
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BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan
perlindungan dan kepasdan hukum terhadap. usaha-usaha
kepariwisataan vang menuriang,
perkembangan,/perturnbuhan Lota, selaras dengan nilai-nilai
budaya, moral/religi dan kesusilaan masyarakat kota.

2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mencipiakan iklim
usaha di bidang kepariwisataan di kota yang sehat, dinamis.
serta menjunjung tinggl nilai-nilai budaya, moral/religi dan
kesusilaan masyarakat.

BRAB I
RUANG LINCKUP

Pasai 3

Ruang lingkup Peraturan Dae rah ini meliput :

a. Ienentuan/ peretapan kriteria dan klasifikasi setiap jenis usa ha
kepariwisataan.

b. Pembinaan, pengaturan, pengendaliant dan pengevasan
terhadap usaha - usaha kepariwisataan.

c. Penerbitan, penolakan, penangguhan dan pencabutan ijin.

. Pengenaan sangsi hukura atas pelanggaran yang dilakukan
pengusaha kepariwisataan.
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. BAB [V
SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 4

(1) Subyek Peraturan Daerah ini adalah pererangan -atau badan

2)

¢

“

I

usaha yang memi liki/mengelola usala kepariwisataan di
kota,

Obyek  Peraturan Dacrab  ini  adalah  setis P usaha
kepariwisataan di kota,

BAB VvV
FENGUSAHAAN

Pasal 5

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubuagan dengan
wisata, termasuk obvek dan daya tarik v isaia. serta usaha-
usaha yang terkait d; bidang tersebut. Secuai Jo gan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Kepariwisataan dan Pera turan Pemerintah Nemor 67 7 ahui
1996  tentang Penvelengparaan Kepariwisataan, asahy
pariwisata digabungkan dalam :

1. Usaha Jasa Parin isata vang terdiri dard :
a. Jasa Biro Perjalanan Wisata :
b.Jasa Agen Perjalanan Wisata ;
< Jasa Pramuwisaty :
d.Jasa Konvensi Petjalanan insentif a0 amera n;
e. Jasa Impresariat :
f. jasa konsultaa Partwisats ;

8-Jasa Informasi Pazivejss -
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2. Pengusaha Obvek dan iva Tarik Wisata  vang
dikelompokkan ke dalan: _
a. Pengusahaan Obyek dan D 2 Tarik Wisata Alam ;
b. Pengusahaan Obyek dan Day 2 Tarik Wisata Budava ;
c. Pengusahaan Obyvek dan {lava Terik Wisala Minat
Khusus ; ’
3. Usaha Sarana Pariwisata vang terdiri dasi .

a. Peavediaan Angkutan Wisata :
b.Penvediaan Akomaodasi ;

¢ Penvediaan Makan daa Minum ;
d.Penvediaan Sarane Wisata Tirta
e. Penyediaan Kaiwasan Pariwisata.

enis Usaha Pariwisata di Kota tercantum vada lampiran
! £

Peraturan Daeraltini.

BAB VI
KRIT ERTA

Pasal 6

Seiiap jenis usaha pariwisata ditetapkan kritzrianve agac

mencapai meksud  dan tyjuan vang  dirctookar dalam

Peraturan Daerah ini :

Kriteria sebagaimana dimaksud avat (1) senaatias. meegdali
perkembangan vang terjadi tanpa melepaskon  nilai ailai
budaya moral/religi dan kesusilaan vang meniadi misi pokok

usaha kepariwisataan i kota ;

Kriteria jenis usaha pariwisata ditetapkan denyon i

oot dsan
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BAB Vi

PERIM AN
Pasai

‘Setiap Penvelengouara usaha separivisataan di-kota waiib
- OO < A

memiliki gjin.

hin berlaku untuk jangka wakb: ! { satu ) tahun dengan

kewajiban memperbaharuinya untub. jangka wakty vang sama

demikian seterusnya selama pengusaha nasih secara nyata

mengelcla usaha pariwisata.

Walikota dapat  imendelegasikan penarbitan dan
penandatanganan ijin kepada Kepala Diaas.

[iin tidak dapat dialihkan kepada pihak fain dengan alasan
apapun tanpa jjin tertulis dari Kepala Digas.

Pasai 8

Untuk  mendapatkon  §jin.  pengasaha darus  racnaajukan

}f 2 | t_’ D }
percachonan tertulis kepada Walikota mel tlyi Dinas. dengan
dilengkapi persvaratan se bagai berikut :

Persyaratan Umism
1. Lokasi tempat usaha sespa; dengan rencena winum tata
ruang kota,

2. Jjiin vang dimohon sesuai dengan peraniakainsa, Gidak
bertentanges  Jdengan  ketentgan undangan
vang  beriaku,  pilai budava, eligh  dan
kesusilean/kepatuion ma svarakat

3. Mampu  menciptakar, besona pariwisats dalem setiap
pelayanannya.

4. Mampu menjag: Seleazaman, keterlibm whorsihan dan

S T LT T A C U har oo -~
SO Y O L0l s LG Usaanya,
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Soawe®

5. Mampu menjaga upava pelestarian li agkungan hidup.
6. Mendapatkan  persetujuan  dari lingkungan

masyarakat sekita: lokasi ter matusrha fersebut,

b. Persvaratan Administrasi )

1. Mengisi dengan benar dan me nandatangani formulir
prrmohonan yang disediakan oleh Dinas. |
Memperlihatkan asli dan menvempaikan foto copy
2.1. KTP vang sah dan masih heciak, bagi 1 wamohon
perorangan atau Direkitur Ulama Perusahaan
bagi yang berbadan usaha.

Akta pendirian badan usaha va ng sah vang

masih berlaku, bagi pemohen badan usaha vang

berbentuk CV/I'T/Koperasi.

Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi.

liin Mendirikan Bangunan.

ljiin Undang-undang Gangguaa.

Surat jin USdhd P >rdaomn car.

3. Membavar tunai retribusi ifin sesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah vang berlaiu

4. Temypat usaha pariwi‘nta tidak daluin sengketa
hukum di dalam /di luar lembaga peradilan.

5. Tidak daiam sita faminan/sita elsekusi.

I

I
0

RN R )
Or g W

o
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Pasal 9

Setelah seluruh persvaratan dimaksud pada Pazal & Peraturan
Daerah ini drwm uil, maka dalam jangka waktu naling lama 7
( tujuh ) hari sejak tanggal permohonan, fjin dapat dikeluarkan
kepada pemohon.

Seluma §in belum diterbitkan, pengusaha pariwvisata dilarang

mengoperasikan empat usahanya dengan canr atau alasan

aparun jtga. f
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. Pasal 10

+ Penerbilan ijin ditangguhkan sementara waliu jika persyaratan

administrasi permohonan jin belum dipenuhi ofel paimohen.
Pasal 11

(1) Permchonan ijin ditolak jika pemohon tidak dapat merenchi
persyaratan yang ditetapkan pada Pasal & Peraturan Daerah
Ini. '

(2) DPengusaha dapat mengaejukan kembali permohonan gin,
sepanjang dapat memennhi persyaratan vang ditewpkan
dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
E (1) Tin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternvata
. a. Pengusaha tidak memfungsikan tempat usaha untull jenis
- usaha pariwisata yang telah ditentukan dalao: ; i,
. b. Kondisi fisik tempat usaha Pariwisata telah berubah tidak
i sesuai dengan ijin maupun Jjin Mendirikan Ba U i,

¢. Tempat usaha pariwisata baik secara mvata  atau .
terselubung, telah dijadikan tempat untuk kegiatan atau
usaha yang terlarang menurut ketentuan perundang-
undangan vang berlaka, kesusilaan dan arpatutan
masyarakat. ‘

d. Kegiatan tempat usaha pariwisata telah menimbuikan
keresahan,  keonaran dan - ketidektentra maa bagi
masyarakat.

e. Kegiatan di tempat uswna pariwisata telah meocemari
lingkungan hidup.

- f. Kegiatan nsaha Hiak beroperasi lagi azau telah minciah
alarrat.

2
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- g Melanggar waktu operasional vang ditetapkan dalam
e Peraturan Daerah ini.

Pencabutan ijin dilaksanakan dengan Keputusan Walikota
atau pejabat yang mendapat pendelegasian.

Pencabutan ijin diikuti den gaa pencabaian ijin-ijia lainnya.

Dengan dicabutnya ijin sebagaimana dimaksud pada avat (3),
maka tempat usaha pariwisata ditutup dari segala kegiatan
usaha.

! Pasal 13

ngusaha yang ingin membuka kembali usaha pariwisatanya
. ng ditutup karena pencabutan ffin sebagaimana dimaksud pada
sal 12 Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan ifin
ngan perlakuan yang sama sebagai pemohon ijin baru disertai
‘anggupan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan pada Pasal
‘etaturan Daerah ini.

"

BAB VI
WAKTU OPFRASIONAL USAHA PARIWISATA

Pasal i4

Waktu operasional usaha pariwisata obyek dan daya tarik
visata budaya dari jenis hiburan umum djteta pkan sebagai
berikuat :
Bioskop jam 10.08 WIR s.d. jar 14.00 WIR
Mesin untuk bermain

09.05 NTB e.d. fam 14.00 WIB

anak-anak sam
3. Rumak Billiard Jam 0%.05 W B sl jar 16.00 WIB

f—

D

.
~
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(1)

(1)

(2)

B. Malam Hari
1. Bioskop
3. Mesin untuk bermain
anak-anak

jam 16.00 WIB s.d.

jam 16.00 WIB s.d.

3. Rumah Billiard jam 16.00 WIB s.d.
4. Kelab Malam jam 21.00 WIB s.4.
5. Diskotik jam 21.00 WiB s.d.
6. Karaoke jam 21.60 WIB s.d.

A B

jam 23.00 WIRB

jam 21.00 WIR
jam 24.00 WIB
Jam 02,00 WIR
jam €2.00 WIB
jam (2.00 WIRB

Penyelenggaraan hiburan umum pada menjelang Tahun Bary
harus terlebih dahulu menda pat persetujuan Walikota.

BAB IX
GOLONGAN RETRIBUS] DAN WILAYAH PE):

1S

Pasal

Retribusi ijin dalam Peraturan Daerah ini
dalam retribusi perijinan sertenty,

Wilayah pemungutan retribusi ijin keseluruha;

BAB X

CARA MENGUKUR

TINGKA1 PENGGUN = )

JNGUTAN

-.golongkan ke

va di kota.

Pasal 16
v
Semakin meningkatnya jumlah usaha kepariv--.taan di xota

menunjukkan minat Pengusaha untuk bery .
usaha pariwisata,

Besarnva minat Pengusaha sebagaimana clin-,
menjadi  dasar  untulk memperhitungkar.
Persericih Keza melalu jin vang. dike..
pemditain, perzendalian  dan

isiman,

Lieagrive

i

Pengawass

SR ITE T e P
BT S ¢ ¢ L‘J.';S.dllﬁ

axsud avat (1)

pembiavaan
arkarn  dalam

usiLia-usa b




BAB XI
PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN RETRIBUS{

Pasal 17

Prinsip penetapan relribusi aclalah :

a. Menutup sebagian atau $ama dengan biaya pengelciaan
ijin :

b Tidak terlalu meraberg tkan Pengusaha.

Sasaran penetapan retribusi adalah -

a. Menunjang peningkatan Upaya pembinaan, pengendalian
dan pengawasan usaha-usaha kepariwisataan ;

b Menumbuhkan kesa daran Pengusaha tentang perlunya
legitimasi dian pengelofaan usaha-usaha kepariwisataan
secara profesional ; 3

C. Sebagai imbalan atas pelavapan yang diberikan oleh
Pemerintah Kota kepada Pengusaha.

Penetapan retribusi telah memperhitungkan biava-biava, vang
melipuh ;

a. Biaya penerbitan dokumen-dokumen ijin ;

b. Biava p>mbinaan, pengaturan,  pengendalian

pengawasan ;
. fey

1an

~

C. 'Bia_‘,fa Penatausaliaan,

Tarip retribusi ditetapkan secara nominal untuk setiap obvek
ijin.

)
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BAB Xu
STRUKTUR DAN BESARN YA RETRIBUSI

Pasal 18

Besarniva  retribusi yang  harus dibayar pengusaha adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB X
CARA PEMUNGUTAN
Pasal 19
1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Diaas.
(2) Femungutan retribusi tidak dapat diborongkan,
(3) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan Surat
: Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain vang
“dipersamakan. ‘

BAB XV
SAAT RETR{BUS] TERUTANG

Pasal 20
Retribusi terutang terjadi pada saat diletapkan dalam Surat
Ketetapan Reiibusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB XV
SANCS] ADMINISTRAS]

Pasal 21

Dalam hal wajib retribus; tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar dikenakan sangsi  administrasi berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen} setiap bulan dari 1*retribusi yang

B
A BN

teritang atau kurane dibavar dan ditagih dengan menveunakan
e (w) v o Q polo]
Surat Tagihan Retribi.i D eraft (STRDS. ‘
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. BAB XVI
. CARA PEMBAYARAN
. Pasai 22

) Fetribusi ijin harus dibavar lunas/tunai oleh pemohon saat
diberitahukan telah selesai permechonan ijin milik pemohon.

?) Pempavaran retribusi ijin dilakukan di Kas Daerah atau
tempat  lain  vang ditunjuk  cleh  Walikota dengan
menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

) Kepada pemolion vong telah membayar lunas retribusi ijin
diberikan tanda Lukt pembayaran.

) Apabila pembayaran retribusi jin pada tempat lain yang

L . - . . . - . .

: ditunjuk oleh Walikota, maka retribusi yvang telah diterima
. harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak
. retribusi diterima.

[

Pasal 23

1) Karena alasan tertentu vang dapat dipertanggungjawabkan,
Walikota atau pejabat veng ditunjuk dapat memberi ijin
kepada pemohon untuk mengangsur retribusi ijin vang
terutang dalam jangka waktu tertentu.

2) Pembavaran angsuran retribusi jjin dimaksud avat (1) hanya
diberikan satu kali.

Pa sal 24.

.1 Karena alasan tertentu vang dapat dipertanggungjawabkan
Walikota atou pejabat vang ditunjuk dapat mengiiinkan
!: 3 - (% ‘ O

. pemohon untuk merunc s pembavaran retribusi Hin Jolim
. LT sl terbe s - B

e ——— |




)
(1)
)
G
()
2

Penunidaan pembayaran retribus;i jin dimaksud ayat (1).
hanya diberikan satu kali.

BAB XVIi
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 25

Pengeluaran surat teguran/ peringatan/surat lain Vang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi ijin
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan
Retribusi Duerah {(SKRD).

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, pemohon harus
melunasi retribusi jjin yang terutang. ‘

Surat  teguran sebagaimana  dimaksud pada avat (1}
dikeiuarkan oleh pejabat yang ditunjuk oieh Wajikota.

BAB Xviii
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26 -

Hak untuk melakukan penagihan retiibusi, kadaluarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnva  reiribusi  kecuali apabila  melakukan tndak
pidana di bidang retribusi. |

Kadaluarsa penagihan retribusi sepagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran ataw
o Ada pengakuan heinoe reirioasi Cari vemohon bal

1. T T S T N R D S . -
langsang s «pun tdak Engsung,




BAB XIX
PEMRINAAN DAN PENGAWAS AN

Pembinaan, pengaturan, pengendalian dan  pengawasan
terhadap usaha kepariwisataan di kota dilaksanakan oleh
Dinas. :

Pembinaan, pengaturan, pengeudalian  dan pwnoawnlgan
dilakukan dalamn bentuk peninjauan rutin ke ioiasi tempat
usaha, memberikan arahare binaan atau petunjul-petunjus
untuk penvelenggaraan tempat usaha yang tertib dan teratur,
memberikan teguran, peringatan dan pengenaan sa nksi

- *kepa*}a }ﬁ(.ﬂ Qd[‘ln .

BAB XX
KFTENTUAN PIDANA
Pasal 28
Pelanggaran terhadap ketentuan fasal 7 ayat {1). (2) dan (4

dc\ﬂ pasal 14 Peraturan Daerah ini, - dikenakon pidana
kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atac denda paling
besar Rp. 3.600.009,- ( Licna Juta Rupiah }
Tindak pidana dimaksud ayat! 1) adalah peiangearan,

BAB  XXi
PENYIDIKAN

Pasat 29

e

Penvidikan atas pelanggaran sebagiaimana dimakeud Pasal 28
avat (2) Peraturan Daerah ini dl]ﬂl\. anakan oleh Penvidik atan
I’and k Pegawai Negeri Sipil di lingkuagan Pemer rtaie Kota
vang  peng.nsketannve  ditetapkan dengan perundang-

undangan = o beglaku,




< (2) Dalam melaksanakan tugas ‘Fenvidikan, pcora Penyidik
Pecawai Negeri Sipil sebagaimarn. dimaksud avat (1)
_berwenang :
a. Menerima Japoran atau pengaduan dari sesecrang tentang
adanva tindak pidana.
b. Melakukan tindakan pertama peda saat itw di tempat
kejadian dan roelakukan pemeriksaai.
¢. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa
tancla perigenal diri tersangka.
d.  Melakukan penyitaan benda dan atau surai.
e. Mengambil sidik jari dan memotret sescorang.

f. Memanggil orang untuk didengar ddn diperiksa sebagai
. tersangka atau saksi.
— *~—— g~ Mendatangkan orang ahli vang diperlukan dalam
. hubungannva dengan pemeriksaan.
- h. Menghentikan penvidikan setelah meandapat petunjuk
) dari penvidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukt
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
dan selanjutnyva melalui peryidik umum memberitahukan
hal tersebut kepada Penuntut Umram, tersangka atau
keluarganva. '
i. Mengadakan tindakan lain menurct hukum vang Jdapat
dipertanggungjawabkan. -
BAR XXI
KETENTUAN LAIN-TAIN DAN PENUTUT
R Pasal 30
. i
» [P

S n.nnw—..:tai sw.!\ S Jlamm \yannvi dL;l“ .if;;i::-;' feliily

1 M ey ke .
tanict oen Vajiob:.




Pasal 31

* eraturan Daerah ini mulai beriaku pada tangg»! diundangkan.

" gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
eraturan Daerah ini dengan penempataninya dalam Lembaran
aerah Kota Cirebon. '

Disahkan di Circbon
pada tanggal 9 Chiober 2001

WALIKOTA CIRERON,
tid,
e . LASMANA SURIAATMARIA

riandangkandi  Cirebon
" ada tanggal 10 Oktober 2001

H KOTA CIRERON,
N QORGANISASI

> HIDAYAT

EMBARAN DATReS  KOTA CIRERON TAHUN 2001
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